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Perlindungan konsumen adalah merupakan suatu bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersipat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen, maka masyarakat konsumen yang dirugikan terlindungi dan mempunyai pilihan untuk mengadukan permasalahannya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau dapat mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (doctrinal reseach) yaitu suatu penelitian yang menganilisis hukum baik tertulis didalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan data sekunder dan menekankan langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.

Konsumen juga berhak mendapatkan advokasi dan perlindungan dalam upaya penyelesaian sengketa serta berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dalam perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya dalam rangka menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, pemerintah berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Cara penyelesaian sengketa konsumen di BPSK yaitu dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase.

Faktor kesadaran dan tingkat ketelitian konsumen menjadi salah satu faktor penghambat dalam mmberikan pelindungan. Jika konsumen tidak memahami bagaimana perlindungan yang diberikan kepadanya dalam transaksi jual beli produk barang serta acuh tak acuh terhadap kualitas dan batas kadaluarsa makanan yang dikonsumsi akan merugikan dirinya sendiri. Konsumen diharapkan lebih memahami produk-produk barang ataupun makanan yang layak di konsumsi dan telah mendekati batas kadaluarsa.
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Consumer protection is a part of the law that contains the principles or rules that regulate and also contain properties that protect the interests of consumers. With a consumer protection law, the affected consumer community is protected and has the choice to complain about the problem by filing a lawsuit in the District Court or can file a claim with the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK).

The method used in this research is normative juridical also known as doctrinal research, which is a research that analyzes the law both written in the book and the law decided by the judge through the court process. Normative legal research in this study is based on secondary data and emphasizes speculative-theoretical steps and normative-qualitative analysis.

Consumers are also entitled to get advocacy and protection in efforts to resolve disputes and are entitled to compensation, compensation if the goods received are not in accordance with the agreement or not properly in order to resolve disputes between consumers and business actors, the government is based on Article 49 of the Consumer Protection Act ( UUPK) forms the Consumer Dispute Settlement Body (BPSK). The way to resolve consumer disputes at BPSK is by way of conciliation, mediation and arbitration.

Consciousness factor and level of consumer accuracy become one of the inhibiting factors in providing protection. If the consumer does not understand how the protection provided to him in the sale and purchase transaction of the product and is indifferent to the quality and expiration limit of the food consumed will harm himself. Consumers are expected to better understand the products of goods or foods that are suitable for consumption and have approached the expiration limit.
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